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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pagar  Alam  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

tempat kediaman di Sidorejo, RT 002, Rw 001, Kelurahan Sidorejo,

Kecamatan  Pagar  Alam  Selatan,  Kota  Pagar  Alam,  No  Telp/Hp

085267000959, D/A rumah Bapak Musa, sebagai Pemohon;

melawan

T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Sidorejo, RT 002, Rw 001, Kelurahan Sidorejo,

Kecamatan  Pagar  Alam  Selatan,  Kota  Pagar  Alam,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2020

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari  Senin

tanggal  09  November  2020  dengan  register  perkara  Nomor

237/Pdt.G/2020/PA.Pga  telah  mengajukan  permohonan  yang  berbunyi  sebagai

berikut:.

1.  Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri,  menikah  pada

tanggal 19 November 2005, wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin an

seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pagar  Alam Selatan,  Kota  Pagar  Alam,  Duplikat

Akta Nikah Nomor : 383/24/XI/2005 tanggal 11 Januari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

pertama dengan cara menyewa sebuah rumah di Talang Jawa selama lebih

kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon selama lebih

kurang 10 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke sebuah bedengan

milik orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

3. Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dan  Termohon  telah  berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak permpuan

yang  bernama  Dina  Nur  Allisia  binti  Yudi  Suprapto  umur  12  tahun  yang

sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 12 tahun, rumah

tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi

setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon,

Termohon memiliki hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon, yang

Pemohon  ketahui  ketika  ada  beberapa  orang  yang  bersangkutan  dengan

Termohon  kerumah  Pemohon,  dan  saat  Pemohon  mengcroschek  perihal

tersebut Termohon tidak mengakuinya;

6. Bahwa pada 19 Juli 2020 tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan  kembali  kerumah  orang  tua

Termohon, sementara Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

7. Bahwa  sejak  saat  itu  sampai  dengan  sekarang  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi  yang telah berlangsung selama

lebih kurang 4 bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasihat agar

Pemohon rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun melihat

keadaan rumah tangga yang seperti ini maka antara Pemohon dan Termohon

telah sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan perceraian;  

  

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa berdasarkan  uraian tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan  Agama Pagar  Alam cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

untuk kiranya  berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili  untuk

kemudian memutuskan sebagai berikut : 

Primair :

1.  Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberi izin kepada Pemohon (Yudi Suprapto bin Musa) untuk menjatukan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Indasari binti Marjono) di depan sidang

Pengadilan Agama Pagar Alam;  

3.  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

Subsidair :

 Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain,

mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah,  meskipun telah dipanggil  secara resmi  dan patut  dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut  disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  Majelis  Hakim  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  supaya

membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa  upaya  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Termohon tidak

pernah hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Nomor

383/24/XI/2005 Tanggal  11 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P).  Diberi  tanggal dan paraf Ketua

Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Jailani A bin Ahmad, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Talang Jelatang, RT 002

RW 001,  Kelurahan,  sidorejo,  Kecamatan  Pagar  Alam Selatan,  Kota  Pagar

Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  bertetangga

dekat; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal

19 Nopember 2005 yang lalu, saksi  hadir dan menyaksikan prosesi  akad

nikah Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga

dengan menyewa sekitar 2 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Termohon

dan selanjutnya mengontrak kembali; 

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan

seorang anak perempuan yang saat ini ada dalam asuhan Termohon; 

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termpohon  berjalan

rukun dan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  bahkan  berakhir  dengan  per

pisahan; 

- Bahwa  faktor  penyebab  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  karena  Termohon  tidak  jujur,  Termohon  mempunyai

hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk

apa uang pinjaman tersebut. Awalnya Pemohon tidak mengetahui hutang-

hutang  Termohon,  Pemohon  baru  mengetahuinya  setelah  pihak  yang

berpiutang menagih pada Termohon dan Pemohon namun setelah Pemohon
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putusan.mahkamahagung.go.id

cross  check  dengan  Termohon,  Termohon  tidak  mengakuinya  sedangkan

hutang tersebut benar-benar ada sehingga terjadilah pertengkaran; 

- Bahwa  sejak  bulan  Juli  2020  yang  lalu  sampai  sekarang  telah  berjalan

sekitar 4 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah karena

Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke

rumah orang tua Termohon; 

- Bahwa  upaya  damai  dengan  cara  memberikan  saran  dan  nasihat  baik

kepada Pemohon maupun kepada Termohon sudah sering dilakukan baik

oleh keluarga Pemohon maupun para tetangga namun tidak berhasil; 

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain dari apa

yang telah saksi terangkan tersebut;

Saksi 2, Sugeng Riadi bin Wardiu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Talang Jelatang, RT

003 RW 001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan , Kota Pagar

Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  bertetangga

dekat; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal

19 Nopember 2005 yang lalu, saksi  hadir dan menyaksikan prosesi  akad

nikah Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga

dengan menyewa sekitar 2 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Termohon

dan selanjutnya mengontrak kembali; 

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan

seorang anak perempuan yang saat ini ada dalam asuhan Termohon; 

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termpohon  berjalan

rukun dan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  bahkan  berakhir  dengan

perpisahan; 

- Bahwa  faktor  penyebab  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  karena  Termohon  tidak  jujur,  Termohon  mempunyai
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hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk

apa uang pinjaman tersebut. Awalnya Pemohon tidak mengetahui hutang-

hutang  Termohon,  Pemohon  baru  mengetahuinya  setelah  pihak  yang

berpiutang menagih pada Termohon dan Pemohon namun setelah Pemohon

cross  check  dengan  Termohon,  Termohon  tidak  mengakuinya  sedangkan

hutang tersebut benar-benar ada sehingga terjadilah pertengkaran; 

- Bahwa  sejak  bulan  Juli  2020  yang  lalu  sampai  sekarang  telah  berjalan

sekitar 4 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah karena

Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke

rumah orang tua Termohon; 

- Bahwa  upaya  damai  dengan  cara  memberikan  saran  dan  nasihat  baik

kepada Pemohon maupun kepada Termohon sudah sering dilakukan baik

oleh keluarga Pemohon maupun para tetangga namun tidak berhasil; 

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain dari apa

yang telah saksi terangkan tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap

dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana

ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama

Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah

sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;
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Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan

tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek)

berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang  bahwa  ketidakhadiran  Termohon  di  persidangan  merupakan

sikap  enggan  Termohon  yang tidak  didasarkan  pada  alasan  yang  sah menurut

hukum,  oleh  karenanya majelis  dapat  memeriksa  dan mengadili  perkara  a quo

diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara  verstek, hal tersebut

sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan

pendapat  ulama  Fiqh  dalam  kitab  Ahkam  Al-Quran  juz  II  halaman,   405  yang

berbunyi; 

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan

ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  pada  sidang  pertama  telah  berupaya

secara optimal  memenuhi  maksud Pasal  82 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama  untuk  menasehati  dan  menyarankan  kepada  Pemohon  agar

bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

maka  usaha  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  PERMA Nomor  1

Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha

secara  optimal  dengan memberikan saran dan nasihat  kepada Pemohon untuk

tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak

Pasal  65 dan Pasal  82 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa alasan pokok  Pemohon mengajukan permohonan cerai

disebabkan  Termohon  tidak  jujur,  Termohon  mempunyai  hutang  dimana-mana

tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk apa uang pinjaman tersebut

sehingga  telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  4  bulan,  dan  selama pisah

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa meskipun Termohon  dianggap mengakui  atau  setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Pemohon  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka

yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Pemohon  dan  Termohon

mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mengajukan  bukti  P  berupa  fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,

maka  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut

menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal  19

November  2005,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon,

maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna

dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1

9 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama  Kecamatan

Pagar  Alam  Selatan oleh  karena  itu  Pemohon  memiliki  legal  standing dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan

Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai  alasan
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perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan

Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai  alasan

perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas

pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat

(1)  R.Bg,  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  saling  bersesuaian  dan  telah

mendukung dalil  posita  Pemohon sebagaimana maksud Pasal  309 R.Bg,  maka

Majelis  berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi  Pemohon telah  memenuhi

syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti

fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah

pada hari Sabtu tanggal 19 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Alam Selatan;

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak  tahun 2017

disebabkan  Termohon tidak jujur,  Termohon mempunyai  hutang dimana-mana

tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan  tidak  jelas  untuk  apa  uang  pinjaman

tersebut;

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon  tanpa  alasan  yang  jelas  pada  bulan  Juli  2020,  dan
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sejak  saat  itu  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  dan  tidak  saling

memperdulikan lagi;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh

pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri

terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami

istri,  maka Pemohon dan Termohon persona standi  in judicio dalam perkara

perceraian ini;

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak  tahun 2017

disebabkan  Termohon tidak jujur,  Termohon mempunyai  hutang dimana-mana

tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan  tidak  jelas  untuk  apa  uang  pinjaman

tersebut;

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon  tanpa  alasan  yang  jelas  pada  bulan  Juli  2020,  dan

sejak  saat  itu  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  dan  tidak  saling

memperdulikan lagi;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh

pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri

terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti  yang diharapkan

oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau

kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
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Islam telah  terpenuhi  dan oleh  karenanya Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa

Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terpenuhinya  alasan-alasan

perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka

petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  di  atas  sejalan  dengan  firman  Allah

surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berketatapan hati untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara  harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2.  Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam; 

4.   Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp566.000,00 (lima

ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pagar  Alam  pada  hari  Selasa tanggal  24  November  2020 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh  Syahputra Atmanegara, S.H.I.

sebagai Ketua Majelis,  Marlina, S.H.I., M.H. dan  Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, 

Marlina, S.H.I., M.H.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 330.000,00

-  PBT : Rp   110.000,00

-  PNBP : Rp    30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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